BUPATI CIAN.JUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG :

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN CIANJUR

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 115 Peraturan

1

Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2007
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati harus
memberikan laporan pertanggungjawaban
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh
Badan Pemeriksa Keuangan, paling lambat 6 (enam)
bulan setelah tahun anggaran berakhir:

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Laporan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur
Tahun Anggaran 2013;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 34)
scbagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 4 Tahun 1968 tentang  Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang
dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);



10.

Undang-Undang 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang.
Pemeriksaan  Pengelolaan dan  Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844):

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Necara Remiiblile Tndameelia Nemmae S04
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan - Peraturan Perundang-Undangan -
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 171, Tambahan Lemnbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005°
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia’ Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
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Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomoer 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4639);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota  (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2007 . Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang'
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738},

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor S
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada
Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5351);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta
Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang tentang
Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta
Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5290);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);
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Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor &9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
MNomor 5533);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan  Barang/Jasa Instansi Pemerintah
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012
tentang Perubanan Kedua Atas Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomeor 5334);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomer 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah:;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun
2007 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Pertanggung jawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun

2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan
Penyusunan Laporan Per tangg]ng]awaban Bendahara
serta Penyampaiannya;

Peraturan Menteri Dalam Negeri 24 Tahun 2009
tentang  Pedoman  Tata  Cara  Perhitungan,
Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik;
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011 tentang: Pedoman Pemberiar Hibah dan
Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah
diubah: dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 39 :Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang:
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri:
Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2013;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02
Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2007
Nomor 02 Seri D);

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 27
Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran
2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun
2011 Nomor 17 Seri D);

Peraturan Dacrah Kabupaten Cianjur Nomor 11
Tahun 2013 tentang FPerubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur
Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten
Cianjur Tahun 2013 Nomor 11 Seri D);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

Menetapkan

dan

BUPATI CIANJUR,

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN DAERAH TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
CIANJUR TAHUN ANGGARAN 2013.



Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2013 berupa laporan keuangan memuat ;

a. Laporan Realisasi Anggaran;
b. Neraca; ;

c. Laporan Arus Kas;

d. Catatan atas Laporan Keuangan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan
laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik

Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf a.

sebagai berikut :
1. Pendapatan :

a. Pendapatan Rp 2.247.859.248.345,20
b. Belanja Rp 2.152.133.853.486,14
Surplus/Defisit Rp 95.725.394.859,06
2, Pembiayaan :
- Penerimaan Rp 152.943.247.712,36
- Pengeluaran Rp 35.236.207.521,00
Pembiayaan Neto Rp 117.707.040.191,36
Pasal 3

Uralan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud Pasal 2

sebagai berikut ;

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah

Rp 8.255.942.317, 20 dengan rincian sebagai berikut ;

1. Anggaran pendapatan setelah

perubahan Rp 2.239.603.306.028,00
2. Realisasi Rp 2.247.859.248.345,20
Selisih (lebih) Rp 8.255.942.317,20

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah

Rp (194.225.046.686,22) dengan rincian sebagai berikut :
1. Anggaran belanja setelah perubahan Rp 2.346.358.900.172,36

2. Realisasi Rp 2.152.133.853.486,14
Selisih (kurang) Rp (194.225.046.686,22)
c. Selisih anggaran dengan realisasi surphus sejumlah

Rp 202.480.989.003,42 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran defisit setelah perubahan Rp (106.755.594.144,36)
2. Realisasi defisit Rp 05.725.394.859,06

Selisih (lebih) Rp 202.480,989.003,42

d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah
Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :



1. Anggaran penerimaan pembigyaan

setelah perubahan Rp 152.943.247.712,36
2. Realisasi Rp_ 152.943.247.712,36
Selisih Rp 0,00

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah
Rp (10.951.446.047,00) dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran pengeluaran pembiayaan

setelah perubahan Rp 46.187.653.568,00
2. Realisasi Rp  35.236.207.521,00
Selisih (kurang) Rp (10.951.446.047,00)

f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah
Rp 10.951.446.047,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran pembiayaan neto

setelah perubahan Rp 106.755.594.144 .36

2. Realisasi Rp 117.707.040.191.36

Selisih (lebih) Rp 10.951.446.047,00
Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf b, per 31 Desember 2013
sebagai berikut :

a. Jumlah aset Rp 4.376.329.402.066,50

b. Jumlah kewajiban Rp 39.856.045.482,00

c. Jumiah ekuitas dana Rp 4.336.473.356.584,50
Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf ¢, untuk tahun
yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2013 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per | Januari 2013 Rp 152.337.144.273,36
b. Arus kas dari aktivitas operasi Rp 405.626.816.561,06
c. Arus kas dari aktivitas investasi aset

non keuangan Rp (309.901.421.702,00)
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan Rp (34.930.214.778,00)
€. Arus kas dari aktivitas non anggaran Rp 1.621,500.669,00
f. Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 300.110.696,00
g. Kas di Bendahara Penerimaan Rp 1.519.574.792,00
h. Saldo akhir kas per 31 Desember 2013 Rp 216.573.510.511,42

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana ;_:Iimaksﬂd Pasal 1 huruf d,
tahun anggaran 2013 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun
kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.



